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PUTUSAN
Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min

- -y v 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko gilang
medical, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera

Barat, sebagai Penggugat;
Melawan

TERGUGAT, 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar,
pekerjaan sopir, tempat kediaman terakhir di Kota Pangkal
Pinang, Propinsi Sumatera Selatan. Saat ini tidak diketahui
tempat tinggalnya secara jelas dan pasti baik di dalam
maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2018
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal
28 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah

menikah pada tanggal 06 Januari 2012 di rumah orang tua Penggugat di
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Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam

tanggal 06 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat sampai pisah

rumabh;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul
layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
ANAK, umur 6 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis hanya 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat kurang bertangung jawab memberikan nafkah
kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat
hanya sebesar Rp. 100.000,- setiap bulannya, itupun tidak rutin
Tergugat berikan kepada Penggugat, uang tersebut tidak mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat
meminta tambahan uang kepada Tergugat, Tergugat malah cuek dan
tidak peduli saja, sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu
memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat,
sehingga hal ini sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4.2 Tergugat adalah seorang bersifat tempramental tinggi, seperti
setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,
Tergugat selalu berkata-kata kasar, bahkan Tergugat sempat
melakukan kekerasan fisik dengan menampar wajah dan
menendangan tubuh Penggugat yang menyebabkan Penggugat
kesakitan, Penggugat sangat kecewa dengan sikap Tergugat,

Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah
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kebiasaan Tergugat, namun Tergugat hanya berubah seminggu saja,

setelah itu Tergugat kembali mengulangi kebiasaan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang disebabkan
karena Penggugat tidak memasak untuk Tergugat, dan Penggugatpun
sudah menjelaskan kepada Tergugat mengapa Penggugat tidak
memasak, Tergugat malah marah, bahkan Tergugat sempat melakukan
kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar wajah Penggugat
dihadapan anak, Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat, sehingga
hal ini terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat,
karena hal ini juga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap
Tergugat, namun beberapa hari setelah itu Penggugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama, sehari setelah itu Tergugat juga
meningglkan rumah kediaman bersama, namun pada 26 Juni 2018
Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten

Agam;

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang
kerumah kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah
kontrakan di Kota Pangkal Pinang, Propinsi Sumatera Selatan,
sedangkan Penggugat tinggal di orang tua Penggugat di Kabupaten
Agam, Propinsi Sumatera Barat, semenjak itu antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih

kurang sudah 6 bulan lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga
masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki
hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi,
sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di

Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon

kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk
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menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah
pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR
- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

seadil-adilnya; Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan

Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
Surat Panggilan Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min melalui RRI Bukittinggi yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

A.
Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK.

- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi
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Sumatera Barat, tanggal 17-05-2012, telah bermaterai cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak,
Kabupaten Agam tanggal 06 Januari 2012, telah bermaterai cukup,
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim;
B.
Saksi:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, Propinsi
Sumatera Barat sampai pisah rumabh;

- Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang
anak;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak
pertengahan tahun 2012 tidak rukun dan tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran karena Tergugat
kurang dan tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada
Penggugat, Tergugat bersifat tempramental tinggi, Tergugat sering
berkata-kata kasar, dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik
dengan memukul Penggugat;

- Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut dari pengaduan
Penggugat karena Saksi;
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- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang
jelas dan pasti;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;
2. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, Propinsi
Sumatera Barat sampai pisah rumah;
- Bahwa, Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang
anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat yang rukun dan harmonis namun sejak
pertengahan tahun 2012 tidak rukun dan tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran karena Tergugat
kurang dan tidak rutin dalam memberikan nafkah kepada
Penggugat, Tergugat bersifat tempramental tinggi, Tergugat sering
berkata-kata kasar, dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik
dengan memukul Penggugat;
- Bahwa mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi melihat

sendiri sebanyak 4 kali atau lebih;
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- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang
jelas dan pasti;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor - /Pdt.G/2018/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1)
R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4, 5 dan 6,

Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Pendudk) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat
sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), dan saksi 2 (SAKSI 1)
Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai dalil angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang didengar sendiri dan
dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang
telah menikah pada tanggal tanggal 06 Januari 2012 sebagaimana

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak,

Kabupaten Agam dan memiliki satu orang anak;

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan

dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2012 karena Tergugat tidak

rutin dalam memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat

temperamen, suka berkata-kata kasar bahkan pernah memukul

Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 10

bulan yang lalu, Tergugat pergi dan sekarang tidak diketahui tempat

tinggalnya yang jelas dan pasti;

4. Bahwa upaya damai telah dilakukan untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan
tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa
Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian
Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami,
terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih
dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Hakim

sebagai berikut:
] sl pas au Jl dazg il lezg i b ade uolall aslls

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka
Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami terhadap

isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak
terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan

dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak
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satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27
November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440
Hijriah, oleh Hakim Ahsan Dawi, S.H., S.H.l., M.S.l., putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh Yeni Marliza, S.Sy.,, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ahsan Dawi, S.H., S.H.l., M.S.I.

Panitera Pengganti,
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Yeni Marliza, S. Sy.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp375.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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